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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21 TAHUN 2013 

TENTANG 
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika 
dan di masyarakat membahayakan perkembangan 
sumber daya manusia Indonesia dan mengancam 
kehidupan bangsa dan negara; 

b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi 
masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakat melalui fasilitasi pencegahan 
penyalahgunan narkotika; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Fasilitasi 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
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tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5062); 

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Badan Narkotika Nasional; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 
tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri 
dan Pemerintah daerah dengan Organisasi 
Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 
2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam 
Negeri dan Pemerintah daerah dengan Organisasi 
Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam 
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 
tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. 

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah. 

5. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang 
dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk 
meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan 
terjadinya penyalahgunaan narkotika. 

6. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak 
atau melawan hukum. 

7. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka 
perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. 

8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian 
kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang 
ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. 

9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan 
pendidikan formal, non formal dan informal. 

10. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan 
pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 
yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama; 
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